
 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM 

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk terselenggaranya penyelenggara Pemilihan 

Umum yang adil dan demokratis dalam tahapan pencalonan 

Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan 

Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden; 

   

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA 

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat 

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 

7. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota. 
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8. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu. 

10. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di 

provinsi. 

11. KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di 

kabupaten/kota.  

12. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu 

anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota 

DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden.  

13. Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah 

pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik. 

14. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan 

peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik yang telah memenuhi persyaratan. 

15. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut 

Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi 

persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota 

DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

16. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan 

Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya 

sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran 

dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang 

bersangkutan. 
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17. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan 

Bendahara Partai Politik sesuai dengan tingkatannya 

atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar 

dan anggaran rumah tangga partai politik yang 

bersangkutan.  

18. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya 

disebut Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) 

Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat 

mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon. 

19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 

20. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut 

Silon adalah seperangkat system informasi yang berbasis 

jaringan untuk mendukung KPU dalam melakukan 

verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan 

pengajuan Bakal Pasangan Calon. 

21. Hari adalah hari kalender. 

 

Pasal 2 

(1) Pengawasan tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Bawaslu. 

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bawaslu dapat dibantu oleh Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 3 

Pengawasan tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi: 

a. pengawasan persyaratan pencalonan dan persyaratan 

calon; 

b. pendaftaran Pasangan Calon; 

c. verifikasi dan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; 

d. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon; 

e. penggantian calon; dan 

f. pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara. 
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Pasal 4 

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 

dengan cara: 

a. pengawasan langsung proses pencalonan; 

b. pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran, dan 

keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan 

persyaratan calon; 

c. penelusuran dokumen persyaratan pencalonan dan 

persyaratan calon; 

d. penyampaian rekomendasi; dan 

e. tindak lanjut dugaan pelanggaran. 

 

BAB II 

MEKANISME PENGAWASAN PENCALONAN PESERTA PEMILU 

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

 

Bagian Kesatu 

Pengawasan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon 

 

Pasal 5 

(1) Bawaslu memastikan dalam pendaftaran Bakal Pasangan 

Calon yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau 

Gabungan Partai Politik memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 

suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu DPR 

sebelumnya; 

b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik 

hanya mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon; 

c. Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh 

Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak 

dicalonkan lagi oleh Partai Politik dan/atau 

Gabungan Partai Politik lainnya; 

d. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik 

menandatangani kesepakatan secara tertulis 
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pengajuan Bakal Pasangan Calon dan tidak dapat 

menarik dukungannya; 

e. dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan 

calon yang diserahkan telah lengkap; dan 

f. dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan 

calon yang diserahkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pencalonan peserta Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden. 

(2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bawaslu memastikan antara lain: 

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak 

menerima imbalan dari Pasangan Calon pada proses 

pencalonan untuk mendapatkan dukungan; dan 

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta 

Pasangan Calon yang diusulkan tidak memberi 

imbalan kepada petugas pendaftaran Pasangan 

Calon. 

 

Pasal 6 

Dalam hal terdapat Partai Politik yang memiliki 2 (dua) atau 

lebih kepengurusan masing-masing mengajukan Bakal 

Pasangan Calon, Bawaslu memastikan KPU melakukan 

penelitian mengenai keabsahan kepengurusan Partai Politik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Pengawasaan Pendaftaran Pasangan Calon 

 

Pasal 7 

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pendaftaran 

Bakal Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU dengan 

cara memastikan meliputi: 

a. pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon 

dilakukan oleh KPU melalui laman KPU dan/atau 

media massa paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum 



- 7 - 
 

masa pendaftaran serta memuat paling sedikit 

informasi: 

1. waktu pendaftaran Pasangan Calon; 

2. daftar dokumen pendaftaran; dan 

3. waktu dan tempat penyerahan dokumen 

pendaftaran; 

b. masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon 

dilaksanakan oleh KPU selama 7 (tujuh) Hari; dan 

c. jadwal penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan 

Calon dilaksanakan dengan ketentuan yaitu: 

1. hari pertama sampai dengan hari keenam 

pendaftaran dimulai pukul 08.00 sampai 

dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; 

dan 

2. hari terakhir pendaftaran dimulai pukul 08.00 

sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia 

Barat. 

(2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bawaslu juga melakukan pengawasan 

pendaftaran Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik dengan cara memastikan: 

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU 

selama masa pendaftaran; 

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

memasukkan data Bakal Pasangan Calon dan data 

dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik ke dalam Silon; 

c. pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan 

1 (satu) kali pada masa pendaftaran; dan 

d. pendaftaran Bakal Pasangan Calon dihadiri oleh 

Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

dan Bakal Pasangan Calon. 

(3) Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal 
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Pasangan Calon pada pendaftaran tidak dapat hadir, 

Bawaslu paling sedikit memastikan: 

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak 

dapat melakukan pendaftaran; atau 

b. Partai Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

tetap dapat melakukan pendaftaran Bakal Pasangan 

Calon sepanjang dapat membuktikan 

ketidakhadirannya disebabkan halangan dengan 

surat keterangan dari instansi yang berwenang. 

(4) Bawaslu memastikan KPU memberikan kesempatan yang 

sama bagi setiap Bakal Pasangan Calon selama 

melakukan proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon. 

 

Pasal 8 

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap penerimaan 

pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan cara 

memastikan: 

a. KPU melakukan pencatatan terkait dengan Bakal 

Pasangan Calon yang mendaftar ke dalam buku 

pendaftaran yang memuat paling sedikit informasi: 

1. nama Bakal Pasangan Calon; 

2. hari, tanggal dan waktu pendaftaran; dan 

3. nama, alamat, nomor telepon, alamat surat 

elektronik dan faksimile Bakal Pasangan 

Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan 

Calon, dan petugas penghubung; 

b. KPU menerima dokumen pendaftaran Bakal 

Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik; dan 

c. KPU melakukan pemeriksaan terhadap 

kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan 

persyaratan calon Bakal Pasangan Calon. 

(2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bawaslu melakukan penelitian terhadap: 

a. kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan 

persyaratan calon Bakal Pasangan Calon; dan 
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b. kesesuaian data Bakal Pasangan Calon yang 

terdapat pada Silon dengan data yang terdapat pada 

dokumen naskah asli. 

 

Pasal 9 

(1) Bawaslu melakukan pengawasan penyerahan dokumen 

pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan mendapatkan 

salinan dokumen pendaftaran yang disampaikan oleh 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal 

Pasangan Calon kepada KPU pada hari yang sama.  

(2) Salinan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. dokumen persyaratan pencalonan; dan 

b. dokumen syarat Bakal Pasangan Calon. 

 

Pasal 10 

Setelah dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan 

lengkap oleh KPU, Bawaslu memastikan KPU memberikan: 

a. tanda terima dengan menggunakan formulir Model 

TT.Pd-PPWP; dan 

b. surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit 

yang ditunjuk oleh KPU, 

kepada Bakal Pasangan Calon atau petugas penghubung. 

 

Pasal 11 

(1) Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan 

belum lengkap, Bawaslu memastikan pengembalian 

dokumen persyaratan pencalonan dan dicatatkan dalam 

berita acara. 

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal 

Pasangan Calon dapat melengkapi dan mendaftar 

kembali ke KPU pada masa pendaftaran. 

 

Pasal 12 

Dalam hal KPU menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon, 

Bawaslu memastikan penolakan yang dilakukan oleh KPU 

apabila: 
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a. pendaftaran yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon 

melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan; 

b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh 

gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau  

c. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh 

Gabungan Partai Politik yang mengakibatkan Gabungan 

Partai Politik lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan 

Calon. 

 

Pasal 13 

(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa 

pendaftaran: 

a. tidak terdapat Pasangan Calon yang diterima 

pendaftarannya; 

b. tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar 

karena KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan 

huruf c; atau 

c. hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang 

diterima pendaftarannya, 

Bawaslu memastikan KPU melakukan perpanjangan 

pendaftaran Bakal Pasangan Calon. 

(2) Bawaslu memastikan perpanjangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2x7 

(dua kali tujuh) Hari. 

(3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran 

kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima 

pendaftarannya, Bawaslu memastikan KPU melakukan 

verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen 

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. 

 

Pasal 14 

(1) Bawaslu memastikan pemberian sanksi kepada Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi 

syarat untuk mengajukan Pasangan Calon tetapi tidak 

mengajukan Bakal Pasangan Calon. 
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(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 15 

(1) Bawaslu memastikan bagi calon yang berstatus sebagai 

anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara dan Karyawan 

atau pejabat Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan 

tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang kepada KPU paling lama 30 (tiga puluh) 

Hari sebelum hari pemungutan suara. 

(2) Dalam hal Bakal Calon tidak dapat menyampaikan 

keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bawaslu memastikan alasannya dikarenakan 

surat pemberhentian belum selesai diproses dan Calon 

yang bersangkutan wajib menyampaikan surat 

pernyataan. 

(3) Bawaslu memastikan surat pernyataan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. pengunduran diri yang bersangkutan telah 

disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan 

telah diberikan tanda terima; dan  

b. keputusan pemberhentian belum diterima calon 

yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak 

yang menerbitkan keputusan pemberhentian 

dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. 

 

Bagian Ketiga 

Pengawasan Verifikasi dan Pemeriksaan Kesehatan 

 

Pasal 16 

(1) Bawaslu melakukan pengawasan verifikasi atas 

keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran persyaratan 

dokumen persyaratan yang dilaksanakan oleh KPU, 

dengan cara memastikan: 
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a. tata cara verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran 

persyaratan Bakal Pasangan Calon; 

b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 

instansi yang berwenang;  

c. menerima masukan dan tanggapan masyarakat; dan 

d. hasil verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran 

dokumen persyaratan diberitahukan secara tertulis 

kepada Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau 

Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak 

diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan 

Calon. 

(2) Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap 

dan benar, Bawaslu memastikan KPU menuangkan 

dalam berita acara hasil verifikasi dokumen pendaftaran 

paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya dokumen 

persyaratan. 

 

Pasal 17 

(1) Bawaslu memastikan Pimpinan Partai Politik atau para 

Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan 

Calon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau 

melengkapi dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) 

Hari sejak diterimanya berita acara hasil verifikasi. 

(2) Bawaslu memastikan Pimpinan Partai Politik atau para 

Pimpinan Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan 

dan/atau melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap jenis 

dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau 

tidak lengkap paling lama 4 (empat) Hari sejak 

diterimanya berita acara hasil verifikasi. 

 

Pasal 18 

(1) Bawaslu memastikan KPU melakukan verifikasi hasil 

perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya 

dokumen hasil perbaikan. 
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(2) Bawaslu memastikan berita acara verifikasi dokumen 

hasil perbaikan disampaikan kepada Pimpinan Partai 

Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dan 

Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari sejak 

diterimanya dokumen hasil perbaikan. 

 

Pasal 19 

(1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen perbaikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan tidak 

memenuhi syarat, Bawaslu memastikan pengusulan 

Bakal Pasangan Calon baru sebagai pengganti paling 

lama 14 (empat belas) Hari sejak surat permintaan dari 

KPU diterima oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik. 

(2) Dalam pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu 

memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

menyampaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan 

Calon pengganti kepada KPU beserta salinannya kepada 

Bawaslu. 

 

Pasal 20 

(1) Bawaslu memastikan KPU melakukan verifikasi terhadap 

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Bakal 

Pasangan Calon pengganti, paling lama 4 (empat) Hari 

setelah diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan 

Calon pengganti. 

(2) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bawaslu memastikan KPU menyampaikan 

secara tertulis kepada Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya 

surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti. 

 

Pasal 21 

Dalam hal persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon 

pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Bawaslu 

memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 
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bersangkutan tidak dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon 

pengganti. 

 

Pasal 22 

Dalam hal Bawaslu menemukan unsur kesengajaan atau 

kelalaian anggota KPU yang berakibat merugikan Pasangan 

Calon, Bawaslu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai 

penanganan temuan dan laporan. 

 

Pasal 23 

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan 

kesehatan Bakal Pasangan Calon yang dilakukan rumah 

sakit pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus 

besar ikatan dokter Indonesia dengan keputusan KPU. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap pemeriksaan kesehatan jasmani, 

rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba. 

(3) Bawaslu memastikan tim pemeriksa kesehatan bekerja 

secara profesional dan tidak berpihak kepada Pasangan 

Calon tertentu. 

(4) Bawaslu mendapatkan kesimpulan dan seluruh hasil 

pemeriksaan. 

 

Bagian Keempat 

Pengawasan Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon 

 

Pasal 24 

Bawaslu melakukan pengawasan penetapan dan 

pengumuman Pasangan Calon yang dilaksanakan oleh KPU 

dengan memastikan: 

a. ketepatan waktu penetapan Pasangan Calon; 

b. penetapan Pasangan Calon dilakukan dalam rapat pleno; 

c. pengumuman nama-nama Pasangan Calon; 

d. penetapan Pasangan Calon tidak melewati batas waktu 

yang ditentukan; dan 
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e. Pasangan Calon yang ditetapkan telah memenuhi seluruh 

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 25 

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pengundian dan 

penetapan nomor urut Pasangan Calon. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan memastikan: 

a. KPU melakukan pengundian nomor urut Pasangan 

Calon melalui rapat pleno terbuka 1 (satu) Hari 

setelah penetapan dan pengumuman Pasangan 

Calon; 

b. pengundian dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik yang 

mengusulkan Pasangan Calon; 

c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak 

menarik calon atau Pasangan Calon;  

d. Pasangan Calon atau salah seorang Pasangan Calon 

tidak mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai 

Pasangan Calon oleh KPU; dan 

e. KPU mengumumkan nama dan nomor urut 

Pasangan Calon di laman KPU atau media massa. 

 

Bagian Kelima 

Pengawasan Pembukaan Pendaftaran Kembali dan 

Penggantian Calon 

 

Pasal 26 

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 

administrasi dan kebenaran persyaratan pencalonan dan 

persyaratan calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon 

yang dinyatakan memenuhi syarat, Bawaslu memastikan KPU 

membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon selama 2x7 

(dua kali tujuh) Hari. 
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Pasal 27 

(1) Bawaslu melakukan pengawasan penggantian calon 

dengan memastikan: 

a. Partai Politik dapat mengajukan bakal calon 

pengganti dengan alasan Bakal Pasangan Calon, 

calon, atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada 

saat: 

1. paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum penetapan 

Pasangan Calon; 

2. sejak penetapan Pasangan Calon sampai 

dengan 60 (enam puluh) Hari sebelum hari 

pemungutan suara; atau 

3. dimulainya hari pemungutan suara kedua; 

b. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan 

kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal 

Pasangan Calon pengganti sesuai dengan jangka 

waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan; 

c. KPU menyusun berita acara hasil verifikasi 

kelengkapan administrasi dan kebenaran dokumen 

persyaratan pencalonan dan syarat calon pengganti; 

dan 

d. KPU menyampaikan hasil verifikasi kepada Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik paling lama 4 

(empat) Hari sejak diterimanya surat pengusulan 

Bakal Pasangan Calon pengganti. 

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat 

mengusulkan pengganti salah satu calon atau Pasangan 

Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) Hari sejak salah 

satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap. 

 

Pasal 28 

Bawaslu memastikan memperoleh salinan berita acara hasil 

verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran dokumen 

persyaratan pencalonan dan syarat calon pengganti dari KPU. 
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Bagian Keenam 

Pengawasan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara 

 

Pasal 29 

(1) Bawaslu memastikan KPU memfasilitasi Pasangan Calon 

mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi 

Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lama 

2 (dua) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara 

di luar negeri. 

(2) Bawaslu memastikan Pasangan Calon yang berhalangan 

untuk mengumumkan memberikan surat kuasa kepada 

KPU untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara. 

 

BAB III 

TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN 

 

Pasal 30 

(1) Bawaslu dapat menyampaikan saran perbaikan kepada 

KPU. 

(2) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh 

Bawaslu kepada KPU tidak ditindaklanjuti, Bawaslu 

menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran. 

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil 

pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilu. 

 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 31 

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi 
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Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. 

(2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk 

juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia 

Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 32 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 846) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 33 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Agustus 2018 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

     ttd. 

 

     ABHAN 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 9 Agustus 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1058 

 


